
 
MENTERI PEKERJAAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 
 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 
NOMOR : 43 /PRT/M/2007 

 
TENTANG 

 
STANDAR DAN PEDOMAN  

PENGADAAN JASA KONSTRUKSI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PEKERJAAN UMUM 
 

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, maka 
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 
257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa 
Konstruksi sudah tidak sesuai lagi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Tentang Standar dan Pedoman 
Pengadaan Jasa Konstruksi; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang 

Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara No.3833); 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 
tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Nomor 3955); 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2000 Nomor 64 TLN. Nomor 3956); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 TLN. Nomor 3957); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementarian Negara Republik 
Indonesia; 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(LNRI Tahun 2002 No, 73 TLN. Nomor 4212); 



 
 
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah (LNRI 
Tahun 2003 No. 120, TLN. Nomor 4330) berikut Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat 
atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 
tentang Kabinet Indonesia Bersatu; 

10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah  Nomor 
339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa 
Konstruksi oleh Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; 

 
 

                                  MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR DAN 
PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI. 

 
 

Pasal  1 
 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 
 
1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum 
2. Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum 
3. Pejabat  Pembuat  Komitmen  adalah  pejabat yang diangkat oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran/Dewan  Gubernur   Bank Indonesia/Pemimpin  
Badan  Hukum  Milik  Negara/Direksi  Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik  
Daerah  sebagai  pemilik  pekerjaan,  yang  bertanggung jawab atas pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa 

4. Jasa  Pemborong  adalah  layanan  pekerjaan pelaksaan konstruksi atau wujud fisik 
lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat 
Komitmen  dan  proses  serta  pelaksanaannya  diawasi  oleh  Pejabat Pembuat 
Komitmen.. 

5. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang 
meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan 
profesi  lainnya,  dalam  rangka  mencapai  sasaran  tertentu  yang   keluarannya 
berbentuk  piranti  lunak  yang di susun secara sistimatis berdasarkan kerangka acuan 
kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen. 

6. Pekerjaan Konstruksi  adalah  keseluruhan  atau sebagian rangkaian kegiatan 
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan 
arsitektural, sipil, mekanikal, elektronikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta 
kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. 

7. Kontrak  kerja  konstruksi  adalah  keseluruhan  dokumen  yang mengatur hubungan 
hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

 



 
 
Pasal 2 

 
(1) Peraturan  Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman, dalam 

pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. 
(2) Peraturan  Menteri ini bertujuan untuk memberikan standar dan pedoman agar 

pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi agar lebih operasional dan efektif. 
 
 

Pasal  3 
 
Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk : 
 
a. Pengadaan Jasa Pemborongan/Jasa Konsultansi yang pembiayaannya sebagian atau 

seluruhnya dengan dana APBN; 
b. Pengadaan  Jasa  pemborongan/Jasa konsultansi yang dibiayai sebagaian atau 

seluruhnya dengan dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak 
bertentangan dengan  pedoman  dan  ketentuan  pengadaan  jasa  konstruksi  dari  
pemberi pinjaman/hibah yang bersangkutan. 

 
 
Pasal  4 

 
Konstrak  kerja  konstruksi  pekerjaan  jasa  pemborongan/jasa  konsultansi  yang bernilai  di 
atas  Rp.50.000.000.000  (lima puluh milyar rupiah)   sebelum  di  tandatangani  oleh  para  
pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional. 
 

 
Pasal  5 

 
Dalam  hal  Ahli  Hukum  Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 belum ditetapkan, 
diatur sebagai berikut: 
 
a. Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  substansi  perjanjian/hukum (non teknis) harus 

memperoleh pendapat.opini hukum dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen 
Pekerjaan Umum; 

b. Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  substansi  pengadaan  (bersifat  teknis)  harus  
memperoleh pendapat dan Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia 
(BPKSDM) Departemen Pekerjaan Umum. 

 
 

Pasal  6 
 
Peraturan ini meliputi : 
 
a. Jasa Pemborongan terdiri atas: 

- Buku 1 
Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi 
(Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan 

- Buku 2 
Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi 
(Pemborongan) untuk Konstrak Lump Sum. 



- Buku  3 
Pedoman Kualifikasi pelelangan nasional pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi 
(Pemborongan). 

- Buku  4 
Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan 
Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Harga Satuan 

- Buku  5 
Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan 
Konstruksi (Pemborongan) untuk Kontrak Lump Sum 
 

c. Jasa Konsultansi terdiri atas : 
- Buku  6 

Standar  Pedoman  Seleksi  Nasional  Pekerjaan  Jasa  Konsultansi  Kontrak 
Berdasarkan Waktu Penugasan/Time Based (Kontrak Harga Satuan). 

- Buku  7 
Standar  Dokumen  Seleksi  Nasional  Pekerjaan  Jasa  Konsultansi  Kontrak  Lump  
Sum. 

- Buku  8 
Pedoman Penilaian Kualifikasi Seleksi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultansi. 

- Buku  9 
Pedoman Evaluasi Penawaran Selekasi Nasional Pekerjaan Jasa Konsultansi. 
 

Sebagaimana  tertuang  dalam  Buku 1  sampai  dengan  Buku 9,  yang  merupakan  bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 
Pasal  7 

 
Proses pengadaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Standar dan Pedoman Jasa 
Pemborongan/Jasa  Konsultansi  sebelum  berlakunya  peraturan  ini,  tetap  dilanjutkan   
sampai berakhirnya proses pengadaan tersebut. 

 
Pasal  8 

 
Dengan  ditetapkannya  peraturan ini,  maka  Keputusan  Menteri  Permukiman  dan    
Prasarana  Wilayah  Nomor:257/KPTS/M/2004  tentang  Standar  dan Pedoman  Jasa  
Konsruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi 
 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui 
dan dilaksanakan. 

 
 

Ditetapkan di       Jakarta 
Pada tanggal        27 – 12 – 2007 
 
 MENTERI PEKERJAAN UMUM 
 
 
 
           DJOKO KIRMANTO 


